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ABSTRAK :   -     Perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap resiko 

sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial berkenaan dengan 

urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan perlu diperhatikan penyelenggaraannya 

sehingga memberikan rasa aman, ketenangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga 

kerja. Dengan adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara dan perkembangan pelaksanaan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan, serta telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan di Kalimantan Utara. 

- Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 18 Tahun 1999; UU 

No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 

2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; PP No. 14 Tahun 1993; PP No. 85 

Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; Perpres No. 21 Tahun 2010; Perpres No. 109 Tahun 

2013; Permennaker No. 5 Tahun 2013; Permennakertrans Nomor: PER-12/MEN/VI/2007; 

Kepmennakertrans Nomor: KEP-196/MEN/1999; Kepmennakertrans Nomor: KEP-

222/MEN/2002. 

 

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Di Provinsi Kalimantan Utara dengan sistematika sebagai berikut. Diatur 
tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Kepesertaan. Tata Cara Pelaksanaan, 
Monitoring dan Evaluasi. Pembiayaan, Sanksi, Penutup. 
 

CATATAN :    -    Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Tanjung Selor, 14 Juli 
2014. 

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 


